






2.1 Sikap Tiongkok di Forum Dewan Keamanan PBB terkait Konflik 
Rohingya 
2.1.1 Konflik Rohingya 
Perbedaan ras dan keyakinan menjadi salah satu penyebab pecahnya 
konflik antara penduduk asli Arakan dengan penduduk Rohingya etnis Bengal. 
Selain itu, munculnya Undang-Undang Kewarganegaraan yang terbit pada tahun 
1982, yang menyatakan bahwa penduduk Rohingya etnis Bengali bukan warga 
negara Myanmar. Dalam UU tersebut terdapat daftar 135 etnis yang diakui 
sebagai warga negara Myanmar, dan etnis Rohingya tidak termasuk di 
dalamnya.39 Selain itu dalam BAB Kewarganegaraan, poin 3 disebutkan bahwa: 
“Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen. Chin, Burman, Mon, 
Rakhine or shan and ethnic groups as have settled in any of the territories 
included within the State as their permanent home from a period prior to 1185 
B.E., 1823 A.D. are Burma citizens” 
Berdasarkan pernyataan penduduk Rohingya yang menyatakan bahwa 
mereka telah mendiami wilayah Rakhine sejak berabad-abad yang lalu, bahkan 
jauh sebelum masuknya Islam ke wilayah Rakhine pada abad ke-8. Hal tersebut 
                                                          
39 BROUK, 2004, “Myanmar’s 1982 Citizenship Law and Rohingya”, diakses dalam 
http://burmacampaign.org.uk/media/Myanmar%E2%80%99s-1982-Citizenship-Law-and-
Rohingya.pdf (27/04/2018, 01:13 WIB), hlm.02, dan Majid Mahmood, “The Rohingya Crisis: 
History and Politics”, Jurnal, Institute of Strategic Studies, 2 Oktober 2017,  pdf, hlm.02, dikutip 




bertentangan dengan pernyataan penduduk Rakhine lainnya yang menyatakan 
bahwa keberadaan etnis muslim Rohingya muncul pasca kependudukan Inggris. 
Mereka datang dari Bangladesh pada tahun 1826 setelah penakulukan Inggris di 
Rakhine.40 Pendapat tersebut seakan menjadi fakta karena mayoritas masyarakat 
Myanmar meyakininya. Akibatnya, etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga 
negara Myanmar.     
UU Kewarganegaraan 1982 juga memuat pengakuan bahwa otoritas 
Myanmar menganggap Rohingya sebagai " Resident Foreigner, not a citizen",41 
dikarenakan penduduk Rohingya dianggap sebagai warga negara Bangladesh. 
Sedangkan Bangladesh juga tidak memberikan pengakuan, dikarenakan penduduk 
Rohingya telah lama meninggalkan wilayah Bangladesh. Hal ini menyebabkan 
penduduk Rohingya menjadi penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan 
(stateless). 
Keberadaan UU Kewarganegaraan 1982 membuat penduduk Rohingya 
menjadi objek kekerasan dari banyak pihak, mulai dari masyarakat sipil, para 
biksu, hingga tentara. Penduduk Rohingya merasa terancam oleh adanya tindakan 
penjarahan, pemusnahan temat tinggal, pembakaran masjid, hingga pemerkosaan. 
Hal tersebut mengakibatkan munculna rasa benci terhadap etnis Rakhine dan 
konflik yang menimbulkan kerusakan dan pertikaian yang berlarut-larut di 
Provinsi Rakhine. Selain itu, sikap Komandan Regional cenderung mengeluarkan 
kebijakan yang memicu konflik dan penyebaran selebaran-selebaran anti Muslim 
                                                          
40 Tanenbaum, 2017, “The Rohingya Origin Story: Two Narratives, One Conflict”, Fact Sheet, 
Center for Interreligious Understanding: New York, pdf, hlm 01-02 
41 Majid Mahmood, 2017, “The Rohingya Crisis: History and Politics”, Jurnal, Institute of 
Strategic Studies, 2 Oktober 2017, pdf, hlm.02 
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yang kemudian mempengaruhi biksu-biksu untuk ikut serta dalam penyebaran 
selebaran serupa di daerah Taunggu. Hal tersebut memicu penganiyaan terhadap 
muslim tanpa alasan yang jelas dari penduduk setempat.42 
Ketegangan antara penduduk Rohingya dan penduduk Rakhine setempat 
berkembang menjadi konflik yang lebih besar sejak kasus pemerkosaan terhadap 
perempuan Buddha yang diduga dilakukan oleh pria Muslim pada 28 Mei 2012 di 
Kota Ramri, Rakhine. Tidak lama kemudian, 3 Juni 2012 terjadi pembunuhan 
terhadap 10 pria Muslim di dalam sebuah bus yang diduga memuat 3 pria yang 
diduga melakukan pemerkosaan. Tujuh hari kemudian, terjadi bentrok antara 
kelompok Buddha dengan Muslim Rohingya yang menewaskan 88 orang dan 
90.000 orang lebih mengungsi.43 
Pertikaian antara Rohingya dengan masyarakat Rakhine setempat terus 
mengalami perkembangan. Para pelaku pertikaian bukan hanya dari masayrakat 
biasa, namun para Biksu di Rakhine juga ikut mengambil sikap. Para Biksu 
membentuk persatuan dan mengadakan Konferensi Solidaritas Biksu Arakan pada 
18 Oktober 2012. Pada Konferensi tersebut, para Biksu menyebut bahwa 
simpatisan Rohingya adalah penghianat Nasional. Pasca Konferensi tersebut, 21 
Oktober 2012, terjadi kekerasan sectarian yang menyebabkan 35.000 penduduk 
Rohingya mengungsi.44 
                                                          
42 Alfi Refolusi, 2013, “Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar 
Tahun 2012”, Artikel Ilmiah, Universitas Negeri Jember, hlm.03, dikutip dari Khin Maung Win, 
2012, “Myanmar Bentuk Komisi Penyelidikan Konflik di Rakhine”, diakses dalam 
.http://www.republika.co.id/berita/inter 
nasional/global/12/08/18/m8xifc-myanmar-bentuk-komisi-penyelidikan-konflik-di-rakhine.  
43 Indah Angraini Sawal, 2017, “Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar Terhadap 
Negara-Negara Asean”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, pdf, hlm. 26-27 
44 Ibid., hlm.03 
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Konflik yang terjadi di Ramri semakin menyebar luas hingga ke kota-kota 
lain di Rakhine (Arakan), bahkan menyebar hingga ke bagian kota Meiktila, 
Kanbalu, dan wilayah sekitarnya. Kekerasan oleh masyarakat Budha di Meiktila 
dan sekitarnya terhadap masyarakat Muslim menyebabkan 40 orang tewas dan 
12.000 orang lari mengungsi. Tidak sampai disitu, masyarakat Buddha juga 
melakukan pembakaran rumah dan toko di Kanbalu, Sagaing pada Agustus 
2013.45 
Kekerasan yang dipicu oleh kasus pemerkosaan terus menelan korban, 
meski penduduk Rohingya telah memilih meninggalkan Myanmar. Penduduk 
Rohingya kembali mengalami kekerasan pada saat mencoba melarikan diri dari 
pantai Sittwe menggunakan kapal. Setidaknya tercatat lebih dari 62 orang 
meninggal dalam kejadian tersebut. Pembunuhan dalam proses pelarian diri 
tersebut dinyatakan sebagai kasus yang tidak dapat diterima oleh UN High 
Commissioner for Refugees.46 
Pada tahun 2014, kekerasan dan pembunuhan terhadap penduduk 
Rohingya masih berlanjut. Pada Januari 2014, terjadi konflik saling serang yang 
dilakukan oleh dua kubu. Kubu pertama adalah Muslim Rohingya, dan kubu 
kedua adalah penduduk Du Chee Yar Tan. Kronologi saling serang ini terjadi 
pada 9 Januari, dimana terjadi penyerangan terhadap 8 penduduk Muslim 
Rohingya di Kota Maungdaw, Rakhine oleh penduduk Buddha sekitar, yang 
kemudian dilanjutkan dengan aksi serang balik oleh Muslim Rohingya pada 13 
                                                          
45 Ibid., hlm. 27-29  
46 Global Centre for the Responsibility to Protect, “Timeline of International Response to the 
Situation of the Rohingya and Anti-Muslim Violence in Burma/Myanmar”, hlm.10-11 
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Januari yang menewaskan seorang polisi. Tidak lama setelah itu, pada hari yang 
sama, masyrakat Buddha sekitar didukung polisi setempat melakukan 
penyerangan dan menewaskan 40 penduduk Rohingya, termasuk di dalamnya 
perempuan dan anak-anak.47 Sejak saat itu, aktor yang terlibat langsung dalam 
konflik Rohingya bertambah. 
Pada bulan Agustus tahun 2017, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh 
pihak militer kepada penduduk Rohingya yang menyebabkan banyak korban jiwa. 
Penyerangan tersebut dipicu oleh aksi gerilya yang dilakukan oleh Arakan 
Rohingya Salvation Army (ARSA) pada 25 Agustus 2017 di beberapa pos polisi, 
pos pemeriksaan, dan satu pangkalan militer di tiga kota di wilayah Rakhine. 
Menurut Pemerintah Myanmar, serangan tersebut dilakukan oleh gerilyawan 
Bengali yang ekstrim. Mereka menyerang sebuah kantor polisi di wilayah 
Maungdaw, Rakhine utara dengan bom buatan tangan yang meledak dan 
melakukan serangan terkoordinasi di beberapa pos polisi pada pukul 1 pagi,48 Ada 
perbedaan pada jumlah total pos polisi yang diserang. Ada yang menyebutkan 
berjumlah sekitar 40 pos polisi, dan ada pula yang menyebut berjumlah sekitar 20 
pos polisi,49 dan menewaskan 12 anggota pasukan keamanan50, dan menewaskan 
21 gerilyawan.51 
                                                          
47Ibid., hlm.11 
48 Wa Lone Yangon&Shoon Naing, “Rohingya Muslim militants armed with machetes 'ambush 
Burma police' killing up to 32”, Independent, edisi 25 Agustus 2017, diakses dalam 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/rohingya-burma-myanmar-muslim-attack-
ambush-police-dead-machetes-rakhine-a7911601.html (09/09/2017, 13:16 WIB) 
49 Nyan Lynn Aung, “Military action in Rakhine legal, says security chief”, Myanmar Times, edisi 
30 Agustus 2017, diakses dalam, http://www.myanmartimes.com/news/military-action-rakhine-
legal-says-security-chief.html (07/09/2018, 03:31 WIB) 
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Merespon serangan yang dilakukan oeh gerilyawan Arakan Rohingya 
Salvation Army (ARSA), aparat keamanan Myanmar melakukan operasi militer 
yang mendorong 150.000 penduduk Rohingya mengungsi ke wilayah Bangladesh 
dalam satu hari, dan lebih dari 120.000 penduduk Rohingya melarikan diri dalam 
dua minggu terakhir. Hal tersebut dikhawatirkan dapat memunculkan 
permasalahan baru, yakni krisis kamp di perbatasan Bangladesh.52 Hal tersebut 
dikarenakan jumlah pengungsi Rohingya yang semakin meningkat pasca konflik 
pada Agustus 2017 tersebut.  
Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Jumlah Pengungsi Rohingya di 
Bangladesh 
Sumber: Economiest.com 
                                                                                                                                                               
50 Reuters, “Myanmar: What sparked latest violence in Rakhine?”, BBC News, edisi 19 September 
2017, diakses dalam https://www.bbc.com/news/world-asia-41082689 (9/9/2018, 12:55 WIB), dan 
UNHCR, 1 September 2017, “100 Days of Horror and Hope: A Timeline of The Rohingya Crisis”, 
diakses dalam http://www.unhcr.org/news/stories/2017/12/5a1c313a4/100-days-horror-hope-
timeline-rohingya-crisis.html (08/09/2017, 11: 35 WIB)  
51 Wa Lone Yangon&Shoon Naing, “Rohingya Muslim militants armed with machetes 'ambush 
Burma police' killing up to 32”, Independent, edisi 25 Agustus 2017, diakses dalam 
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/rohingya-burma-myanmar-muslim-attack-
ambush-police-dead-machetes-rakhine-a7911601.html (09/09/2017, 13:16 WIB) 
52 The Guardian, “UN chief urges Myanmar to end violence as 120,000 Rohingya flee”, edisi 5 
September 2017, diakses dalam https://www.theguardian.com/world/2017/sep/05/more-than-
120000-rohingya-flee-myanmar-violence-un-says (09/09/2017, 13:35 WIB) 
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Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengungsi 
Rohingya terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada 
Agustus hingga September. Artinya terjadi pasca serangan militer Myanmar. 
Peningkatan yang signifikan tersebut membuat Bangladesh berada dalam 
kesulitan. Perdana Menteri Bangladesh menyampaikan permintaan kepada 
Presiden Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang terjadi pada etnis 
Rohingya dan memastikan penduduk Rohingya kembali ke Myanmar sebagai 
negara asalnya. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi krisis kamp yang 
terjadi.53 Pernyataan tertulis tersebut disaampaikan pada pertemuan United Nation 
General Assembly yang ke 72. 
Berdasarkan peningkatan jumlah pengungsi Rohingya, dapat dikatakan 
bahwa serangan balik yang dilakukan oleh aparat menjadi tidak tepat sasaran, 
menewaskan banyak korban jiwa, dan memunculkan permasalahan baru bagi 
negara tetangganya. Penduduk Rohingya mengatakan bahwa serangan militer 
yang dilakukan aparat keamanan Myanmar merupakan serangan brutal, 
dikarenakan adanya tindakan pembakaran desa dan penyerangan terhadap warga 
sipil guna mengusir penduduk Rohingya dari wilayah Myanmar.54 Bahkan Syeikh 
Hasina menyatakan bahwa Pemerintah Myanmar menanamkan ranjau darat di 
perbatasan Bangladesh dan Myanmar guna menghalangi penduduk Rohingya 
kembali ke Myanmar.55 
                                                          
53 H.E. Sheikh Hasina, The 72-nd Session of UNGA, hlm.02 
54 BBC, “Rohingya Crisis: UN sees 'ethnic cleansing' in Myanmar”, edisi 11 September 2017, 
diakses dalam https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-41224108 (09/09/2017, 13:44 WIB) 
55 H.E. Sheikh Hasina, Op.Cit. 
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Serangan balik Pemerintah Myanmar terhadap penduduk Rohingya 
menewaskan ratusan korban jiwa. Pihak militer memberikan pernyataan bahwa 
serangan balik yang mereka lakukan menelan korban sekitar 400 orang, dimana 
sebagian besarnya adalah militan/gerilyawan. Namun, Pejabat Hak Azasi Manusia 
PBB mengatakan bahwa jumlah korban dapat mencapai lebih dari 1000 orang.56  
 
2.1.2 Sikap Tiongkok di Forum Dewan Keamanan PBB 
Pecahnya konflik Rohingya yang mengakibatkan korban jiwa hingga saat 
ini membuat Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bereaksi. Sekretaris 
Jenderal PBB, Antonio Guterres mengirimkan surat resmi kepada Dewan 
Keamanan PBB yang berisi keprihatinan terhadap konflik yang terjadi di wilayah 
Rakhine tersebut. Kemudian, Swedia dan Inggris meminta DK PBB untuk 
mengadakan pertemuan guna membahas konflik Rohingya. Akhirnya DK PBB 
mengadakan pertemuan tertutup pada Rabu, 13 September 2017 di New York 
untuk membahas krisis yang terjadi di Rohingya.57 Namun, pertemuan tersebut 
tidak menghasilkan resolusi penyelesaian konflik seperti yang diinginkan oleh 
PBB dikarenakan penolakan Tiongkok atas keterlibatan kuat DK PBB di 
Myanmar.  
                                                          
56 Reuters, Op.Cit. 
57United Nations, “UN Chief Calls For Action On Myanmar And DPR Korea; Launches Reform 
Initiatives”, 13 September 2017, diakses dalam https://news.un.org/en/story/2017/09/564832-un-
chief-calls-action-myanmar-and-dpr-korea-launches-reform-initiatives (08/08/2017, 22:15 WIB), 
dan Al-Jazeera, “UN urges Myanmar to end Rohingya violence”, edisi 14 September 2017, 
diakses dalam  https://www.aljazeera.com/news/2017/09/urges-rohingya-violence-
170913174112622.html (08/08/2018, 22:14 WIB) 
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Tiongkok mendukung pemerintah Myanmar dan mendesak masyarakat 
internasional untuk melihat kesulitan dan tantangan yang dihadapi pemerintah 
Myanmar secara objektif, bersabar hingga memberikan dukungan dan bantuan, 
dalam hal ini kepada pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan konflik 
Rohingya. Sementara AS, Inggris dan Prancis menuntut diakhirinya "pembersihan 
etnis" minoritas Muslim Rohingya. Posisi Tiongkok dinilai berpihak kepada 
pemerintah Myanmar.58 
Tiongkok mengatakan, “The stance of Tiongkok regarding the terrorist 
attacks in Rakhine is clear: it is just an internal affair, The counter-attacks of 
Myanmar security forces against extremist terrorists and the government’s 
undertakings to provide assistance to the people are strongly welcomed”.59 
Tiongkok tetap konsisten menyatakan pendapatnya bahwa kasus kekerasan yang 
terjadi di Rakhine terhadap etnis Rohingya merupakan masalah internal Myanmar. 
Tiongkok mengeaskan bahwakejadian pada Agustus 2017 bukan kekerasan yang 
ditujukan pada penduduk Rohingya, namun upaya pemerintah Myanmar untuk 
memerangi aksi terorisme. Maka negara lain tidak berhak untuk mengintervensi 
Myanmar, kecuali dalam bentuk bantuan kemanusiaan. 
Pemerintah Myanmar beralasan bahwa kekerasan yang dilakukan pihak 
militer bukan untuk melukai warga Rohingya. Namun, untuk memerangi aksi 
                                                          
58 US News, “UN Meeting on Myanmar Spotlights Security Council Divisions”, edisi 29 
September 2017, diakses dalam https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-09-28/un-
says-number-of-rohingyas-fleeing-myanmar-now-over-500-000 (20/11/2017, 20:15 WIB) 
59 Reuters, The Australian, edisi 15 September 2017, “Tiongkok backs Myanmar’s attacks on 





terorisme.60 Pemerintah Myanmar ingin melindungi negaranya dari serangan 
terorisme yang muncul di Myanmar. Meski Pemerintah Myanmar tidak merasa 
melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Namun, penduduk Rohingya 
menyatakan serangan pada agustus 2017 adalah serangan yang ditujukan kepada 
penduduk Rohingya.   
Pernyataan penduduk etnis Rohingya tersebut didasari karena sikap tentara 
Myanmar yang mengeluarkan tembakan dan menelan korban jiwa di sungai Tula 
Toli. Kejadian tersebut kemudian dikenal dengan istilah Massacre at Tula Toli.61 
Pada kejadian tersebut, penduduk etnis Rohingya dikepung dari tiga sisi di sungai 
Tula Toli. Militer Myanmar yang berseragam ditemani oleh warga sipil Rakhine 
yang memgang senjata memisahkan para wanita, laki-laki, dan anak-anak. Para 
laki-laki ditembak, di kubur di pantai sungai Tula Toli, kemudian dibakar. 
Sedangkan para wanita dan anak-anak ditangkap, bahkan ada yang dibunuh dan 
dibuang ke sungai Tula Toli.62 
 Perserikatan Bangsa-bangsa mengupayakan perdamaian di Rohingya. 
Mereka bahkan mengirim pasukan pencari fakta ke Rohingya. Berdasarkan 
laporan yang disampaikan oleh pihak PBB dalam forum Dewan Keamanan PBB, 
PBB melaporkan bahwa korban kekerasan berjumlah lebih dari 1000 orang, 
sebagian besar adalah berasal dari etnis Rohingya. Namun, pemerintah Myanmar 
                                                          
60 Ibid. 
61 “Massacre at Tula Toli: Rohingya recall horror of Myanmar army attack”, The Guardian, edisi 
27 September 2017, diakses dalam https://www.theguardian.com/world/2017/sep/07/massacre-at-
tula-toli-rohingya-villagers-recall-horror-of-myanmar-army-attack,(28-03-2018, 11:14 WIB) 
62 Berdasarkan kesaksian Hassina Begum, korban selamat dalam tragedi di sungai Tula Toli, 
dikutip dari Human Right Watch, “Massacre by the Ruver: Burmese Army Crime Against 
Humanity in Tula Toli, diakses dalam https://www.hrw.org/report/2017/12/19/massacre-
river/burmese-army-crimes-against-humanity-tula-toli#page, ( 11-12-2018, 15:13 WIB) 
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mengatakan jumlah korban tewas sekitar 430 orang, sebagian besar dari mereka 
"teroris ekstremis" dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).63  
Sikap Tiongkok dalam forum tertutup Dewan kemanan PBB didukung 
oleh Rusia. Rusia juga membantu, melindungi, dan berpihak kepada pemerintah 
Myanmar. Kedua negara tersebut mendapat kecaman internasional karena dinilai 
tidak menginginkan perdamaian di Myanmar, dengan bersikap bertentangan 
dengan negara-negara lainnya yang mendukung adanya penyelesaian secara 
langsung melalui keterlibatan kuat Dewan Kemanan PBB. Dukungan Tiongkok 
terhadap Myanmar tidak hanya terjadi dalam forum ini saja. Namun, pernah 
terjadi sebelumnya di forum DK PBB lainnya. Tidak hanya sampai disitu, 
berdasarkan sejarah hubungan antara Tiongkok dengan Myanmar, dapat dilihat 
bahwa kedua negara juga saling memberi dukungan dan memihak satu sama lain 
di PBB. 
2.2 Sejarah Hubungan Tiongkok-Myanmar 
Persahabatan antara Tiongkok dan Myanmar dapat ditelusuri sejak ribua 
tahun silam, yakni pada masa Dinasti Han.64 Catatan sejarah mengenai awal 
hubungan Tiongkok - Myanmar tidak tercatat secara jelas, dikarenakan telah 
terjalin sejak zaman dahulu kala melalui jalur perdagangan oleh kafilah-kafilah 
Tiongkok melalui Yunan dan Myanmar untuk dibawa ke kawasana Asia 
                                                          
63 AFP, ” Global split over Rohingya crisis as Tiongkok backs Myanmar crackdown”, Mail 
Online, edisi 12 September 2017, diakses dalam http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-
4874996/UN-discuss-Myanmar-Rohingya-ethnic-cleansing-claim.html, (20/11/2017, 20:15 WIB)  
64 Chinese People’s Association For Friendship With Foreign Countries (CPAFFC), “Myanmar-
China Friendship Association”, diakses dalam http://en.cpaffc.org.cn/content/details28-22389.html 
(08/04/2018, 23:11 WIB) 
38 
 
Tenggara. Banyak diantara meraka kemudian menetap di Kawasan Asia 
Tenggara, termasuk Myanmar. 
Banyaknya imigran dari Tiongkok membuat Tiongkok disebut sebagai 
negara importir imigran hingga masa Dinasti Song (960- 1276 C.E). Imigran 
tersebut datang ke suatu negara, khususnya Asia Tenggara dengan tujuan awal 
perdagangan, namun banyak diantaranya yang tidak kembali ke Tiongkok. 
Akhirnya, pasca Perang Dunia ke-II, imigran-imigran tersebut memilih untuk 
menetap secara permanen dan mengganti kewarganegaraannya sesuai dengan 
negara tempat ia menetap.65 Sejak saat itu, komunitas-komunitas orang Tiongkok 
mulai berkembang di banyak negara. Salah satunya Myanmar.  
Komunitas orang Tiongkok yang tinggal di Myanmar biasa disebut 
“Chin”. Istilah Chin sendiri masih belum jelas, ada yang menyebutnya berasal 
dari Bahasa Myanmar yang artinya keranjang yang mungkin mengarah pada 
keranjang anyaman (handwoven basket) yang biasa di bawa oleh orang-orang 
Tiongkok, dan ada pula yang menyebutnya sebagai kata hinaan.66  
Istilah Chin kemudian dikonsolidasikan sebagai istilah administratif 
dengan diperkenalkannya Chin Hills Regulation pada tahun 1896, yang kemudian 
menjadi administratif etnografis untuk merujuk ke berbagai bidang sosial, politik, 
dan komunitas secara luas. Penggunaan ini berlanjut setelah kemerdekaan Burma 
dengan pembentukan divisi khusus Chin hingga sebuah konstitusi baru di Burma 
                                                          
65 Ooi Ket Gin, 2004, Southeast Asia: A Historical Encyclopedia from Angkor Wat to East 
Timor,ABC-CLIO: California,hlm. 344-346 
66 Ibid., hlm. 353 
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menciptakan negara bagian Chin pada 1974,67 yang terletak di Myanmar bagian 
Barat, berbatasan dengan negara bagian Rakhine di Selatan. Berdasarkan uraian di 
atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Myanmar dengan etnis 
Tiongkok memiliki hubungan yang baik. Begitu pula dengan hubungan antara 
Tiongkok dengan Myanmar sebagai negara tetangga. 
Hubungan Tiongkok dan Myanmar mulai menguat sejak Myanmar 
menjadi negara non-sosialis pertama yang memberikan pengakuan diplomatis 
terhadap Partai Komunis, People’s Republic of China (PRC) yang didirikan pada 
1 Oktober 1949 68 pada 16 Oktober 1949.69 Tindakan Myanmar ini menjadi salah 
satu pintu menuju terciptanya hubungan diplomatik antar kedua negara. 
Pada Desember 1949, Myanmar memberi tahu Tiongkok tentang niat 
Myanmar untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Menanggapi 
hal tersebut, Tiongkok memberikan respon positif pada Myanmar pasca 
mengetahui keputusan Myanmar untuk memutuskan hubungan dengan 
Kuomintang (KMT). Pada akhirnya, upaya Myanmar untuk menjalin hubungan 
diplomatik dengan Tiongkok menjadi kenyataan dengan adanya peresmian 
hubungan diplomatik Myanmar-Tiongkok pada Juni 1950.70  
Pasca hubungan diplomatik Myanmar-Tiongkok diresmikan, hubungan 
kedua negara menjadi semakin erat dan menghasilkan sebuah asosiasi 
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persahabatan, Myanmar-China Frienship Association (MCFA) pada 1952.71 Sejak 
MCFA didirikan, hubungan Tiongkok-Myanmar telah menjadi lebih dalam secara 
emosional. Kedua negara menjadi aliansi di Perserikatan Bangsa-bangsa dengan 
terus memberikan dukungan di saat saah satunya mendapat masalah di PBB. 
Salah satunya adalah ketika PBB menyatakan dan mengajukan Tiongkok sebagai 
negara “invader” dalam perang Korea. Myanmar memberikan dukungan dengan 
menyatakan bahwa Tiongkok bukan invader dalam perang Korea.72 
Terbentuknya MCFA dikarenakan rasa persahabatan yang muncul pada 
saat perwakilan kedua negara sering melakukan kunjungan satu sama lain dan 
mulai menyebut “we are brothers”. Hingga saat ini, persahabatan (Paukphaw: 
dalam Bahasa Myanmar) masih berjalan dan memiliki banyak kegiatan. Kegiatan-
kegiatan MCFA menjadi salah satu perekat persahabatan antar kedua negara, 
meski sempat terganggu karena alasan historis. Namun, dibangun kembali pada 
tahun 2010 bertepatan dengan perayaan hari Ulang Tahun Pembentukan 
Diplomatik Tiongkok-Myanmar yang ke-60, yang kemudian diadakan pertemuan 
sebagai tanda pedirian kembali MCFA pada 27 April 2011, di Beijing73  
Pada pertamuan tersebut, Hu Jin Tao mengatakan bahwa Tiongkok dengan 
Myanmar telah mampu bertahan dari berbagai ujian dunia yang berubah-ubah. Ia 
menegaskan kembali tentang pentingnya Pauk Phaw yang teah terjalin dan 
sempat terabaikan sebagai contoh hubungan persahabatan antar negara dengan 
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sistem yang berbeda. Akhirnya pertemua tersebut menegaskan kembali keinginan 
untuk meneruska kemitraan (Persahabatan/Pauk Phaw).74  
Pada Juni 1954, Perdana Menteri Tiongkok, Zhou Enlai melakukan 
kunjungan ke Myanmar yang disambut baik oleh U Nu, Perdana Menteri 
Myanmar. Pertemuan antara keduanya bertujuan untuk membuat komitmen untuk 
memecahkan permasalahan historis, status warga negara Tiongkok di Myanmar, 
dan sengketa perbatasan. Kunjungan tersebut menghasilkan Prinsip Hidup Damai 
dalam Berdampingan yang kemudian menjadi dasar hubungan antara Tiongkok 
dengan Myanmar.75 
Prinsip Hidup Damai dalam Berdampingan atau yang lebih dikenal dengan 
istilah Principle of Peaceful Coexsistence disusun pada pertemuan Zhou Enlai 
dengan Delegasi Pemerintah India pada 31 Desember 1953-29 April 1954 di 
Beijing. Pertemuan tersebut membahas tentang perjanjian negosiasi antara 
Tiongkok dan India mengenai hubungan kedua negara di Wilayah Tibet.76  
Principle of Peaceful Coexsistence terdiri dari lima poin yang mengalami 
perubahan sebelum akhirnya disetujui oleh Tiongkok dan India. Berikut 
perubahan lima prinsip dalam Principle of Peaceful Coexsistence. Pada pertemuan 
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pertama (31 Desember 1953) Zhou Enlai mengajukan lima poin yang terdiri 
dari:77 
1. Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty  
2. Mutual non-aggression 
3. Non-interference in each other's internal affairs  
4. Equality and mutual benefit   
5. Peaceful co-existence 
Berikut isi dari Principle of Peaceful Coexsistence yang telah mengalami 
perubahan dan masih dijalankan hingga saat ini:78 
1. Mutual respect for each other's sovereignty and territorial integrity 
at the Asian-African Conference 
2. Mutual non-aggression 
3. Non-interference in each other's internal affairs 
4. Equality and mutual benefit in the Sino-Indian joint Statement and 
Sino-Burmese Joint Statement 
5. Peaceful co-existence. 
Pernyataan bersama Perdana Menteri Tiongkok dan Myanmar yang 
dikeluarkan pada 29 Juni 1954 menegaskan bahwa 5 Principle of Peaceful 
Coexsistence adalah prinsip panduan yang tidak hanya mengatur hubungan 
bilateral Tiongkok-Myanmar, namun secara resmi diusulkan sebagai norma yang 
juga mengatur hubungan internasional.79  






Pasca komitmen penggunaan Five Principle oexsistence sebagai dasar 
hubungan Tiongkok- Myanmar, Myanmar membuka Konsulat Jendralnya di 
Kunming, ibu kota provinsi Yunnan pada tahun 1955.80 Hal ini menandakan 
hubungan kedua negara semakin erat. Namun, Hubungan Persahabatan antara 
Tiongkok-Myanmar menjadi kompleks meski pada akhirnya kembali erat81 pada 
saat Burmese Ways to Socialism. 
Myanmar diarahkan menjadi negara sosialis pasca kudeta yang dilakukan 
oleh militer pada tahun 1962. Hal ini bermula pada 30 April 1962, dimana Dewan 
Revolusi (Revolutionary Council) militer yang memerintah Myanmar 
mengumumkan ideologi nasional baru dan rencana aksi yang disebut "Burmese 
Ways to Socialism". Proklamasi tersebut merupakan puncak dari upaya militer 
untuk merumuskan sebuah ideologi baru yang akan mengkonsolidasikan dan 
memimpin masyarakat Myanmar.82  Proklamasi Burmese Ways to Socialism 
sendiri telah dipersiapkan jauh sebeum kudeta 1962. Ideologi tersebut mengalami 
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2.1 Tabel Kronologi proses doktrin Burmese Ways to Socialism 
 
Dewan Revolusi (RC) yang dipimpim Jenderal Ne Win merasa bahwa 
pemerintah telah gagal dalam memimpin Myanmar pada saat itu. Mereka tidak 
dapat membawa Myanmar menjadi negara yang sejahtera. Dalam dokumen RC, 
Pemerintahan yang Demokrasi dianggap cacat, lemah, dan penyalahgunaan.84 
Sealin itu, Pemerintahan U Nu saat itu dinilai gagal dalam menjaga persatuan 
negara yang menghadapi masalah domestik, masalah etnis, pemberontakan, 
korupsi, dan mismanagement. Permasalahan Myanmar menjadi semakin 
kompleks hingga menyebabkan pertikaian politik, macetnya kebijakan, 
pemberontakan dalam skala besar, dan penurunan ekonomi yang signikfikan.85 
Berdasarkan alasan tersebut, militer yang mengambil alih pemerintahan 
mengadopsi sistem Sosialis. 
Dewan Revolusi (RC) yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win memiliki 
tujuan dan fokus tertentu dalam keputusannya untuk mengadopsi Burmese Ways 
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No Tahun Agenda 
1 1948-1955  Periode persiapan ideologi 
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to Socialism (BWS). Tujuan umum BWS adalah pembangunan berencana dalam 
semua sektor yang menjadi kekuatan nasional secara proporsional,86 tujuan 
khusus nya adalah nasionalisasi organ vital seperti industri dan distribusi produksi 
agrikultur, dan terakhir, tujuan utama adopsi BWS adalah Socialism,87 yakni 
menjadikan Myanmar sebagai negara sosialis. 
Dewan Revolusi (RC) menyerukan pentingnya pendidikan, mengakhiri 
kecurangan dalam politik, melakukan pencegahan "parisitisme", reformasi 
birokrasi, modernisasi pertanian, membantu industri yang kompatibel dengan 
sumber daya nasional, dan pembentukan massa dan organisasi kelas.88 Hal 
tersebut dianggap pening dilakukan untuk membangun Mynamar. 
Pada tanggal 2 Maret 1962, General Ne Win, Kepala Staf Angkatan 
Bersenjata, memberi tahu masyarakat Myanmar dalam siaran radio bahwa 
"Angkatan Bersenjata telah mengambil alih tanggung jawab dan tugas menjaga 
keamanan negara karena kondisi Myanmar yang sangat memburuk.89 Hal tersebut 
menandai akhir dari sistem demokratis dan menjadi awal kekuasaaan militer di 
Myanmar.90  
Pada 30 April 1962, Revolutionary Council (Dewan Revolusi) 
mengumumkan ideologi baru Myanmar dan rencana aksi Burmese Ways to 
Socialism. Apa yang dilakukan oleh Dewan Revolusi merupakan hasil dari upaya 
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tentara dalam merumuskan suatu ideologi yang akan mengkonsolidasikan dan 
memimpin masyarakat.91 Pengumuman tersebut mengantarkan Myanmar menajdi 
negara sosialis di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win. 
Sejak tahun 1964, BSPP di bawah Ne Win menahan diri untuk terlibat 
dalam konflik internasional dan mengisolasi Myanmar dari dunia luar dengan 
berebagai cara, diantaranya, membatasi Visa untuk pengunjung asing (hanya 24 
jam dan terbatas pada wilayah Rangoon), meminta para diplomat untuk pindah 
keluar dari ibukota, mengusir agen-agen asing dari Myanmar. Selain itu, junta 
militer mengadopsi kebijakan Burmanisasi, dimana banyak sektor dinasionalisasi 
atau dikembalikan ke pangkuan negara, diantaranya adalah nasionalisasi lahan, 
perbankan, sumur minyak, asuransi, perdagangan, sekolah swasta, sektor industri, 
hingga toko-toko besar menjadi sasaran nasionalisasi. Seluruh sektor yang 
dijalankan oleh asing, seperti Tiongkok juga tidak luput dari sasaran. Akibatnya, 
ratusan ribu orang Tiongkok yang berada di Myanmar memilih untuk 
meninggalkan Myanmar.92  
Selama rezim Ne Win hubungan paukphaw (sepupu) melemah. Simpatisan 
pro-Soviet Ne Win dan kerusuhan anti-Cina di Yangon pada tahun 1967, serta 
invasi Tiongkok secara de facto pada tahun 1968 di Burma bagian utara 
berkontribusi pada penurunan hubungan bilateral yang signifikan.93 Hal tersebut 
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mengakibatkan hubungan Myanmar dengan Tiongkok menjadi renggang dan 
bahkan disebut mengalami kemunduran (temporary setback).94 
Tahun 1971, hubungan Tiongkok-Myanmar mengalami peningkatan. 
Dimana, Myanmar dan Tiongkok sepakat untuk bekerja sama dalam upaya 
memulihkan kursi Tiongkok di PBB.95 Upaya tersebut membuahkan hasil, dimana 
PBB secara resmi memulihkan kedudukan Tiongkok di PBB dalam United 
Nations General Assembly Resolution 2758, pada pertemuan pleno tanggal 25 
Oktober 1971.96 Hubungan Tiongkok-Myanmar pada tahun-tahun ini disebut 
berada pada fase Improving Relationship.97  
Hubungan Myanmar-Tiongkok semakin dipererat pada saat Myanmar 
mendapatkan sanksi internasional dari negara Barat pada tahun 1988. Sanksi 
tersebut adalah sanksi ekonomi yang dikeluarkan secara berurutan pasca 
pendamaian pemberontakan 8888 (tentang pelanggaran hak azasi 
kepemimpinan).98 Sanksi ekonomi dari negara Barat terus berlanjut hingga tahun 
1989 pasca berakhirnya kekuasaan junta militer.  
Sanksi pada tahun 1989 adalah sanksi dalam bentuk isolasi diplomatik dan 
ekonomi. Ia dikeluarkan karena aksi kudeta dan pembunuhan terhadap siswa yang 
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dilakukan oleh pihak militer pada tahun 1988, di Rangoon. Hal tersebut membuat 
Myanmar menghadapi kesulitan ekonomi, dan akhirnya membuat Myanmar 
merubah haluan dengan mendekati Tiongkok, guna mendapatkan bantuan 
ekonomi dan militer.99 Pada tahun tersebut, hubungan Tiongkok- Myanmar 
disebut berada di fase strategis (Closer Entente).100 
Tiongkok menyediakan peralatan militer, pelatihan, dan ekonomi serta 
bantuan politik kepada rezim yang terisolasi secara internasional. Dukungan 
Tiongkok terhadap Myanmar terus berlanjut, bahkan selama kontroversi 
kekerasan yang dilakukan rezim (junta militer) terhadap demonstrasi yang 
dilakukan oleh para biksu Buddha pada tahun 2007, aksi pemerintah yang tidak 
kompeten dan dugaan penyimpangan kotor pada tahun 2008 (saat Myanmar 
dilanda bencana topan), dan manipulasi pemilu pada tahun 2010 untuk 
mempertahankan kontrol junta militer terhadap perwakilan terpilih.101 
Pada tahun l989, delegasi militer Myanmar mengunjungi Beijing untuk 
menegosiasikan pembelian senjata, tank, jet tempur, dan alat lainnya dari 
Tiongkok. Kedua negara sepakat dengan harga sekitar l.4 miliar USD. Selain 
membicarakan negosiasi harga alat-alat militer, kedua negara juga sepakat untuk 
melakukan kerja sama, dimana Tiongkok setuju untuk melatih tantara-tentara 
Myanmar. Tak sampai disitu, pada 1994, Myanmar membeli senjata senilai 400 
juta USD.102 
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Tiongkok menawarkan ketentuan yang menguntungkan untuk pembelian 
senjata Myanmar, berupa pinjaman gratis dan memberikan kredit, serta bantuan 
ekonomi dan investasi untuk pembangunan infrastruktur dasar Myanmar, seperti 
bendungan, jembatan, jalan dan pelabuhan serta untuk proyek-proyek industri.103  
Pada Desember 1994, Tiongkok mengirim 100 delegasi yang dipimpin 
oleh Li Peng ke Myanmar. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menegaskan dan 
memperkuat hubungan kedua negara. Pertemuan tersebut menghasilkan 
pernyataan resmi yang berisi bahwa kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan 
kerja sama perekonomian, pertanian, lingkungan, budaya, pariwisata, kehutanan, 
pendidikan, dan upaya pemberantasan obat-obatan terlarang. 104 
Tiongkok terus memberikan bantuan terhadap Myanmar dalam stabilisasi 
politik dalam negerinya pasca menyatakan diri sebagai negara Demokratis. 
Bantuan-bantuan yang diberikan kepada Myanmar, membuat Myanmar sangat 
bergantung pada Tiogkok, baik dalam bidang politik hingga ekonomi. Tiongkok 
terus memberikan investasi kumulatif hingga 14,14 miliar USD,105 dan 
menciptakan kerja sama dalam berbagai hal, diantaranya pembangunan pipa 
minyak gas trans Tiongkok-Myanmar, mengikut sertakan Myanmar ke dalam 
program-programnya, seperti Belt and Road, dan membantu menyelesaikan 
permasalahan Myanmar dengan Bangladesh terkait pengungsi Rohingya.  
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